BAB III
PRAKTIK BAGIHASIL HIBAH SAPI DIDESA MOJOMALANG KECAMATAN

PARENGAN KABUPATEN TUBAN

A. Letak Geografis dan D emografis Desa Mojomalang
1. Data Geografis
Batas wilayah :
Utara  : Desa Sugih Waras
Selatan : Desa Sendang Harjo
Barat : Desa Ponco
Timur  :Desa Pandan Agung
Secara geografis desa mojomalang terletak didaratan rendah dengan
luas wilayah desa 536 ha, dan ketinggian 49 mdpl dengan suhu rata-rata 35
derjat celcius.'
2. Data Demografis
Desa Mojomalang memiliki 4 Dusun yaitu terdiri dari Dusun
Genengan, krajan, alas tuo dan Dawung. Rukun Warga, dan 23 Rukun
Tetangga, Desa yang terdiri dari empat dusun ini telah dikenal dengan

produk unggulan pertanianya yakni buah buah bengkoang, karena setiap

' Data Geografis Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Tahun 2015.
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tahun terdapat belasan hektare tanaman buah bengkoang.? Di Desa
Mojomalang ini merupakan desa yang ada di dataran rendah dengan
ketinggian tanahdari permukaan laut 34 M1, Dusun alas tuo ini merupakan
dusun yang dikelilingi oleh tumbuhan jati dan dikelilingi sawah dan lading
yang cukup luas sehingga Desa Mojomalang merupakan Desa yang produktif
dalam bidang pertanian.’

Secara sosial kemasyarakatan, warga Desa Mojomalang sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Kondisi ini dapat dilihat dari
tingginya swadaya yang diterapkan pada banyak aspek pembangunan desa.

Sebagai contoh adalah terbangunnya, masjid, jalan, parit lingkungan desa.

g Jupri, Sekertaris Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban,wawancara, 25
oktober 2016, Data Tahun 2015.

*Ibid.
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3. Perekonomian
Tabel 3.1

Profesi Masyarakat Desa Mojomalang

NO PROFESI JUMLAH
1. PNS 34 Jiwa
2. GURU 48 Jiwa
3. PETANI/PETERNAK 1352 Jiwa
4. PENGUSAHA 7 Jiwa

TOTAL 1441

Berdasarkan data tabel diatas petani adalah mayoritas pekerjaan
masyarakat Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, oleh
karena itu aset masyarakat Desa Mojomalanh adalah keahlian dalam bertani,
penghasilan utama masyarakat desa mojomalang berasal dari hasil pertanian
padi, tembakau dan bengkoang. Kondisi ekonomi warga Desa Mojomalang
sudah membaik hal ini dapat dilihat pada data kelas perekonomian Desa

Mojomalang dibawah ini:
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Kelas Tabel 3.2

DataK elas Perekonomian Desa Mojomalang®

NO Kelas Perekonomian Jumlah
1. Prasejarahtera 223
2. Sejahtera 1 471
3. Sejahtera 2 433
4. Sejahtera 3 172
5 Sejahtera Plus 8

TOTAL 1307

Kelas pereckonomian prasejahtera merupakan Keluarga yang tidak memiliki
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya.’ Kelas
perekonomian sejahtera tahap 1 merupakan keluarga yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar lainya secara minimal tetapi belum memenuhi kebutuhan-
kebutuhan sosial. Keluarga pra sejahtera tahap 2 merupakan keluarga yang
disamping telah dapat memnuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya,juga tlah memenuhi
kebeutuhan keseluruhan sosial, akan tetapi belum memnuhi kebutuhan

pengembangan. Keluarga sejahtera tahap 3 merupakan keluarga yang dapat

* Data Desa Mojomalang Tahun 2015.
5
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memnuhi seluruh kebutuhanya, baik kebutuhan dasar, kebutuhan soasial, maupun
kebutuhan pengembangan, namun belum dapat memberikan sumbangan yang
maksimal kepada masayarakat baik dalam bentuk materi, tenaga dan pikiran.
Keluarga sejahtera plus merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh
kebutuhanya, baik kebutuhan dasar, sosial maupun pengembangan, dan dapat
memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dari data
tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat desa Mojomalang
Kecamatan Parengaan Kabupaten Tuban mayoritas masyarakatnya dapat memenuhi
kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial
dan pengembangan.
4. Potensi Desa
a. Potensi Sumber Daya Manusia
Untuk mengetahui tingkat sumber daya manusia di Desa

Mojomalang dapat dilihat pada tabel halaman selanjutnya.®

6 Wawancara, Sekertaris Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, , Data Tahun
2015.
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Tabel 3.3

Klarifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Mojomalang

Klarifikasi
Pendidikan
NO DESA JUMLAH
Tamat T.
Jumlah
sekolah Tamat
SD 680 - 680
SLTP 795 - 795
1. | MOJOMALANG SLTA 254 - 254
DIPLOMA 35 1 35
SARJANA 30 . 30
TOTAL 1794 1794

b. Potensi Sumber Daya Alam
Di Desa Mojomalang potensi sumber daya alamnya adalah sawah
dari lahan persawahan warga bisa menanam berbagai macam tanaman
seperti menanam pagi, jagung, kedelai,dan begagai macam tanaman
lainya. Selain sawah sumber daya alam di Desa Mojomalang adalah

persil merupakan tegalan milik perhutani yang dikelola oleh masyarakat
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Desa Mojomalang. Tanaman yang biasanya di tanam di persil misalnya

jagung, bengkoang, ketela, kacang hijau, cabe, tomat, kacang tanah.’

¢. Potensi Sarana dan Prasarana

Pembangunan desa Mojomalang didukung oleh sarana dan

prasarana
Tabel 3.4
Sarana Dan Prasarana Desa Mojomalang
NO Sarana dan Prasana Jumlah
1 Balai Desa 1
2 Masjid 2
3 Mushola 18
Total 21

4. Keagamaan

Dari jumlah penduduk desa mjomalang yang berjumlah 2.450 Jiwa

100% penduduknya memeluk Agama Islam, secara umum keadaan sosial

masyarakat

Desa Mojomalang

sudah mencerminkan kehidupan yang

religious dan Islami, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat secara umum

’ Jupri (ketua kelompok bligon), Wawancara, Senin, 25 Oktober 2016.
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seperti saling gotong royong ketika ada hajat yang berhubungan dengan
masyarakat bersama, kegiatan keagamaan masyarakat Desa Mojomalang
tahlil, diba’, dan Fatayat dan muslimat. Untuk kegiatan tahlilan bapak-bapak
dan ibu-ibu biasanya melaksanakan bergantian tiap rumah kerumah yaitu tiap
malam jum,at untuk tahlil khusus bapak-bapak, dan hari jum,at untuk tahlil
ibu-ibu, untuk kegiatan diba’ biasanya dilaksanakan pada malam jum,at di
masjid dan mushola. ®*Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban
mencerminkan sikap Islami dari kegiatan yang mercka laksanakan.
B. Praktik Hibah Sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan K abupaten Tuban
1. Latar Belakang Hibah Sapi
Kehidupan sosial masyarakat Desa Mojomalang yang sebagian
masyarakat masih tergolong menengah kebawah tingkat kesejahteraan,
dilihat dari data kelas perekenomoian Desa Mojomalang Kecamatan
Parengan Kabupaten Tuban masyarakat mayoritas masih tergolong kelas
prasejahtera yaitu kelas perekonomian yang tidak memiliki kemmapuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya, dan untuk
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup perlu adanya upaya yang dapat

lakukan adalah usaha ternak pengembangbiakan sapi,

8 Soleh, Masyarakat Desa Mojoamalang Kecamatan Parengan kabupaten Tuban, Rabo, 18
November 2016.
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Sapi potong merupakan salah satu komoditas sektor pertanian yang
perlu mendapat perhatian mengingat komoditas ini sangat berperan penting
untuk meningkatkan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
terutama dari hasil diadakanya progam hibah sapi tersebut mendapatkan
banyak manfaatan diantaranya yaitu: Menyediakan pasokan daging di Daerah
Tuban dan sekitarnya kegiatan usaha tersebut dengan pertimbangan sebagai
berikut Menyadarkan masyarakat untuk memelihara ternak sapi secara
intensif, memanfaatkan limbah padat dan cair sebagai pupuk untuk
mengurangi besarnya ketergantungan pada pupuk non organik. °

Sumberdaya alam yang paling penting menunjang penghasilan
penduduk Desa Mojomalang adalah tanah yang subur tersedianya air yang
dapat dimanfaatkan untuk peternakan, serta terdapat banyak rerumputan/
hijauan pakan ternak yang tumbuh di Desa Mojomalang.

2. Dasar Hukum Hibah Sapi
a. Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/59/KPTS/414.012/2014 Tentang
penerimaan hibah kegiatan pengembangan budidaya ternak sapi untuk
pengentasan kemiskinan pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2014.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2012 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

° Wawancara, Perangkat Desa Mojomalang, senin 7 November 2016.
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C. Gambaran Umum dan Prosedur Pengajuan Hibah
1. Pengertian, Tujuan dan Bentuk Hibah

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2012 dalam
pasal 1 ayat (14) Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.'’

Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri
diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pengaturan hibah sapi secara spesifik baru ditetapkan melalui
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

19 permendagri Nomor 32 Tahun 2011 pasal 1 ayat (14).
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Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Dalam pasal 4 ayat (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program
dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. '’

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah berupa uang, barang,
atau jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak

langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek

1 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39
Tahun 2012, Pasal 4 ayat (3).
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belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD).'?
PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.'®> Hibah berupa uang
dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan
belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan daerah.'*

b. Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa,
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan
kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah
barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak
ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).'’
SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.'°Hibah berupa barang dan/atau

jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan

12 permendagriNomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39
Tahun 2012, Pasal 11 ayat (1).

13 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,Pasal 1 angka15.

14 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (2).

!> Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri Nomor 39
Tahun 2012, Pasal 11 ayat (3).

16 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 10.
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belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan daerah.

2. Prosedur pengajuan hibah

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai dengan Pasal
42 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka belanja
hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah,rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan
kepaladaerah.

Kriteria-kriteria  sebagai  pembatasan  pemberian  hibah
disyaratkan oleh Permendagri dan dapat mengantisipasi terjadinya
penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses
pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran oleh
pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana
hibah tersebut. Ditekankan pada Pasal 42 Permendagri tersebut, bahwa
tata  cara  penganggaran, pelaksanaan  dan  penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah
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dan bantuan sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala
daerah.'’

Pemerintah daerah baru dapat menganggarkan belanja hibah
setelah peraturan kepala daerah dimaksud ditetapkan dan berlaku dengan
menyesuaikan kepada ketentuan Permendagri tersebut. Berarti selain
kriteria minimal yang dipersayaratkan oleh Permendagri, pemerintah
daerah dapat menambahkan kriteria/persyaratan lain terkait hibah yang
dinilai penting dan sesuai dengan karakteristik daerahnya selama tidak
bertentangan dengan Permendagri.

Berikut penjelasan kriteria/persyaratan terkait pemberian hibah:
a. Kiriteria atau Syarat Minimal Pemberian Hibah

1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan
jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD
(RKA-PPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian
obyek belanja.'® Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut
sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima,

jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut.

17 .

Ibid Pasal42.
18 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri Nomor 39
Tahun 2012, Pasal 10 dan Pasal 11.
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Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun
keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan
atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan
penggunaan hibah juga secara spesifik dicantumkan dalam
peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus

Hibah yang diberikan oleh pemerintah tidak wajib, tidak
menikat dan tidak terus menerus untuk setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
Kriteria ini berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban
untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah
yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan
sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana
operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran.
Memenuhi persyaratan penerima hibah

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 pasal
5 dijelaskan bahwa hibah dapat diberikan kepada :

a) Masyarakat

b) Organisasi kemasyarakatan.
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Menurut pasal 7 ayat (2) Hibah organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5)
dijelaskan diberikan persyaratan paling sedikit :

(1) Telah terdaftar pada pemerintah setempat sekurang-
kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh
perundang-undangan.

(2) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
daerah yang bersangkutan;dan

(3) Memiliki sekretariat tetap.

b. Persyaratan Pengajuan Proposal/Permohonan Bantuan Hibah
Setelah persyaratan awal sebagai calon penerima hibah seperti
yang sudah dijabarkan di atas terpenuhi, maka calon penerima hibah
menyampaikan usulan/proposal/permohonan hibah secara tertulis
kepada kepala daerah."®

Menurut 9 ayat (2) dijelaskan Penelitian dan Penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi
dengan dokumen yang mencakup:

1) Kerangka acuan kegiatan;

2) Rencana kegiatan rinci;

3) Rencana pembiayaan kegiatan secara keseluruhan;

19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri Nomor 39
Tahun 2012, Pasal 7 ayat (1).
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4) Rencana pengadaan barang dan jasa;
5) Indicator kinerja monitoring dan evaluasi;
6) Surat persetujuan DPRD;
7) Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, dan
8) Tata cara pengelolaan kegiatan.?’
Berdasarkan ketantuan Permendagri, prosedur pengajuan
proposal dana hibah sapi adalah sebagai berikut.
1) Membuat proposal pengajuan dana hibah sapi. Proposal tersebut
harus memuat:
a) Latar belakang diajukannya usulan tersebut
b) Maksud, tujuan, dan uraian kegiatan
c) Rencana kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya
d) Kelengkapan administrasi seperti susunan kepengurusan untuk
organisasi kemasyarakatan, akta pendirian, dan
keterangan/pernyataandari Kesbangpol dan pihak berwenang
setempat.21
2) Kepala daerah lalu menunjuk SKPD terkait untuk melakukan

evaluasi atas usulan/proposal/permohonan hibah tersebut.

20 Ibid pasal 9 ayat (2).
?! Tulisan Hukum hibah APBD Tahun Anggaran 2014
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Kepala SKPD lalu menyampaikan rekomendasi sebagai hasil
evaluasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD).

TAPD lalu memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dijadikan
dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara(KUA-PPAS).?

Rancangan KUA-PPAS itu selanjutnya akan dibahas dan
disepakati oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD dan
menjadi pedoman bagi PPKD untuk menetapkan RKA-PPKD.
Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD mulai dari
jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. RK A-PPKD
menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan
perundang-undangan.**

Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran

uang hibah melalui keputusan kepala daerah. Daftar penerima

hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

2 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri Nomor 39

Tahun 2012, Pasal 8.

23 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri Nomor 39

Tahun 2012, Pasal 9.
2 Ibid pasal 12.
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9) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) .

Menurut ketua kelompok Bligon (bapak Jupri) kriteria
penerima bantuan yaitu : sehat jasmani dan rohani, berdomisili di
lokasi penerima bantuan yang di pertegas di KTP, tidak pernah
menerima bantuan serupa, mempunyai kandang, sanggup mengelola
sapi dengan baik, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Persyaratan penerima bantuan yaitu: membuat serta mengajukan
proposal kepada Bupati Tuban dan Dinas pertanian Kabupaten
Tuban, terdaftar sebagai anggota kelompok penerima bantuan, foto

copy KTP dan Kartu Keluarga, *°

D. Realisasi Hibah Sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupate Tuban
1. Pencairan Dana Hibah
Berdasarkan =~ Surat  Keputusan  Bupati  Tuban  Nomor
188.45/KPTS/414.012/2014, sumber dana hibah sapi berasal dari APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun
Aggaran 2014. Berdasarkan dokumen laporan pertanggung jawaban hibah

sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban (10

2 Jupri, wawancara ketua kelompok bligon, senin 7 November 2016.
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November 2016) dana awal yang diberikan pemerintah kepada Kelompok
Tani BLIGON berjumlah Rp.50.000.000,00,-. Untuk Desa Mojomalang
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, dana hibah sapi dari pemerintah
diberikan kepada kelompok Bligon.*

Kelompok BLIGON berjumlah 10 anggota dan 3 panitia, berikut

nama disebutkan nama-nama panitia dan anggota kelompok BLIGON :*

JUPRI (KETUA)
KHOIRUR ROZIQIN ( SEKERTARIS)
PUJIREJO (BENDAHARA)
SHODIKUN (ANGGOTA)
WARTONO (ANGGOTA)
SUSILO (ANGGOTA)
LASIMIN (ANGGOTA)
SUPRIYONO (ANGGOTA)
SUMARNO (ANGGOTA)
AHMAD SYAHRONI (ANGGOTA)
JUMARI (ANGGOTA)
ALIRAHMAT ANGGOTA)
SAMURI (ANGGOTA)
SOLEH (ANGGOTA)

?® putusan Bupati Tuban nomor 188.45/KPTS/414.012/2014.
" |a poran Pertanggung Jawaban kelompok BLIGON.
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Dari dana tersebut, ketua kelompok membelikan 5 (lima) ekor sapi
betina yang berumur 18 bulan, kemudian akan diberikan kepada lima
anggota, yaitu Wartono, Lasimen, Supriono, Jumari, dan Sumarno.
Pengelola ternak yang menerima bantuan hibah adalah anggota yang telah
diseleksi oleh petugas peternakan dengan melibatkan RT/RW dan kepala
Desa serta yang memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan, oleh Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPDPK) kabupaten Tuban
setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati Tuban berdasarkan proposal
yang diajukan oleh kelompok.?®

Dana dari APBD tersebut dimanfaatkan pengelola hibah sapi
sehingga tujuan pemerintah dalam progam mensejahterakan masyarakat
dapat tercapai melalui progam hibah sapi.

2. Pengelolaan dana hibah selama 1 (satu) tahun

Sejak diresmikan pada tahun 2014, pengelolaan hibah sapi di Desa
Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban telah berjalan selama
dua tahun. Selama tahun 2015, pengelolaan hibah sapi telah menghasilkan 4
anak sapi dari sapi yang dikelola oleh Wartono, Lasimen, Supriono, dan
Sumarno.

Sedangkan untuk pengelolaan hibah sapi selama tahun 2016, sapi

milik Jumari telah melahirkan satu anak sapi, dan sapi milik Sumarno telah

28 Jupri, ketua kelompok bligon, kamis 06 november 2016.
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melahirkan anak keduanya. Oleh karena itu, praktik hibah sapi di Desa
Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban telah menghasilkan
total 6 anak sapi.?’

3. Kebijakan Kelompok Bligon Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten
Tuban Tentang Bagi Hasil Hibah Sapi

Dana APBD dari pemerintah dikelola oleh setiap kelompok bligon

seperti ungkapan wawancara dari bapak Wartono berikut:
“Dana itu diberikan pemerintah mbak....nah kemudian dana itu dikelola
oleh masyarakat miskin yang tidak punya mbak. Lha dana itu dibuat sistem
bagi hasil yang nantinya akan menguntungkan bagi pengelola, terus
keuntungan yang kedua itu untuk 60% bagi pengelola terus...yang
40%untuk kelompok Bligon . Namun....40% tadi dikumpulkan guna beli
sapi lagi supaya anggota kelompok Bligon yang belum mendapatkan bagain
untuk mengelola sapi. Nha jadi kan kalau seperti itu akan sama-sama untung

dan bisa sejahtera semuanya dan bantuan hibah sapi itu tidak berhenti
begitu saja melainikan bisa lebih berkembang lagi ke depannya begitu

mbak....."”"

Kebijakan pengurus kelompok bligon dengan Ketentuan pembagian
keuntungan untuk hibah sapi tergantung dari kelahiran anak sapi, anak sapi
sapi yang lahir pertama akan menjadi milik pengelola sepenuhnya dan anak
sapi yang lahir berikutnya akan diterapkan sistem bagi hasil, yaitu 60%
untuk pengelola dan 40% untuk kelompok Bligon yang diberi tanggung

jawab oleh pemerintah. Anak sapi yang lahir tersebut harus dijual sehingga

bagi hasil keuntungan dapat diterapkan.®'

29 Jupri, ketua kelompok Bligon, 15 November 2016.

30War‘[ono, Wawancara, 15 November 2016.
31Jupri, Wawancara, Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, 05 oktober 2016.
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Dalam praktik hibah sapi di Desa Mojolanag Kecamatan Parengan
kabupaten Tuban, ketua kelompok Bligon memilih masyarakat yang akan
diberikan hibah sapi sebagai mana sudah dijelaskan diatas, dalam hal ini
pemerintah tidak memberikan pembatasan pengelolaan bantuan hibah sapi
kepada pengelola, melainkan pengelola diberikan wewenang untuk memilih
sendiri batas waktu pengelolaan.*?

4. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Kelompok Bligon Tentang Pengelolaan
Dana Hibah Sapi

Alasan Pengurus kelompok bligon memberikan kebijakan diadakan
sistem bagi hasil 60% untuk pengelola dan 40% kembali ke kelompok Bligon
yaitu untuk pengoperasionalan kembali dari dana 40% tersebut yang akan
dibelikan sapi kembali dan diberikan kepada anggota kelompok Bligon , yang
belum mendapatkan bagian untuk mengelola hibah sapi tersebut dan agar
bantuan hibah sapi yang merupakan progam dari pemerintah meluas.**

Kebijakan sistem bagi hasil tersebut sudah umum diterapkan oleh
masyarakat desa mojomalang, kebijakan yang diterapkan oleh kelompok
Bligon dengan sistem bagi hasil hibah sapi masyarakat dan kelompok bligon

sudah sepakat dan setuju diterapkanya bagi hasil tersebut. Dan pemerintah

32 Perangkat Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kbupaten Tuban, kamis 20 November 2016.

33 Jupri,( ketua kelompok Bligon Wawancara) ,Selasa, 15 November 2016.
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tidak memberikan batasan waktu kepada masyarakat (pengelola) untuk
memelihara sapi sampai kapanpun pengelola bersedia.
. Realisasi Kebijakan Kelompok Bligon
Selama kurun waktu 2 tahun yaitu dimulai pada awal turunya dana

hibah pada tahun 2015 sampai saat ini ketua kelompok telah mererapkan
sistem bagi hasil hibah sapi dengan ketentuan 60% untuk pengelola dan 40%
untuk kelompok Bligon . kelompok Bligon mendapatkan bagi hasil sebesar
40 % dari penjualan anak sapi yang dikelola oleh Sumarno. Dikarenakan sapi
yang dikelola oleh bapak Sumarno merupakan sapi yang telah menghasilkan
anak sapi yang kedua, hal ini karena sapi dari pengelola lainya belom bisa
menghasilkan anak sapi kedua, maka dari itu sapi milik bapak sumarnolah
yang baru diterapkan sistem bagi hasil. Anak sapi milik Sumarno yang kedua
telah dijual ke Belantik sapi dengan harga Rp. 9.500.000,-. Berikut penulis
akan menjelaskan cara perhitungan bagi hasil hibah sapi untuk anak sapi
milik Sumarno yang telah dilaksanakan.
a. Bagi Hasil untuk disetorkan Kelompok Bligon

= 40% x Harga jual anak sapi

=40% x Rp. 9.500.000,00

= Rp. 3.800.000,00
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Berdasarkan perhitungan bagi hasil untuk anak sapi milik
Sumarno yang terjual sebesar Rp. 9.500.000,00, pemerintah mendapatkan
bagi hasil sebesar Rp. 3.800.000,00.
b. Bagi Hasil untuk Pengelola
= 60% x Harga jual anak sapi
=60% x Rp. 9.500.000,00
= Rp. 5.700.000,00
Berdasarkan perhitungan bagi hasil untuk anak sapi milik Sumarno yang
terjual sebesar Rp. 9.500.000,00, pengelola mendapatkan bagi hasil sebesar
Rp. 5.700.000,00.*

Sistem bagi hasil hibah sapi yang diterapkan di Desa Mojomalang
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban menunjukkan hubungan antara
pengelola (masyarakat) dengankelompok bligon , hubungan kerja sama ini
merupakan kerja sama tradisional dimana sangat bergantung pada
kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak.dengan kata lain pengelola dan
pemerintah menggunakan akad secara lisan, dan akad tersebut merupakan
akad yang sudah biasa diterapkan di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan

Kabupaten Tuban.

34Jupri ( Ketua Kelompok bligon),wawancara 25 Oktober 2016.



